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PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

PALU - SULAWESI TENGAH 94112

KEPUTUSAN

g% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
JALAN TANJUNG APl NOMOR 7 PALU 94112 TELEPON (0451) 421954
Website : www.bakesbangpol.sultengprov.go.id

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 500.12.11//*%s /SET.BKBPD

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

Menimbang

Mengingat

a Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik

yang

mengamanatkan perlunya Badan Publik wajib
menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan

Informasi  Publik yang  berada

dibawah

kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik,
selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan

ketentuan;

b Pimpinan Badan Publik melalui Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi perlu menetapkan

Daftar Informasi Publik.
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Sesuai pertimbangan huruf a dan b diatas perlu

menetapkan keputusan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang

Daftar Informasi Publik.

1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik;

2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

e =) AARaiy

14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3 Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik
Indonesia Nomr 1 Tahun 2021 tentang Standar

Layanan Informasi Publik.

4 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah

Daerah.

MEMUTUSKAN
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA

-2-
MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menetapkan daftar informasi public yang dikecualikan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan
ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 2 Januari 2025

POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAW

ARFAN



